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FERATURAN DAERAH KABUPATEN STAK
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah sam sumber pendapatan
dacrah yang penting puna membiayai pelaksanaan
pemenntahan dacrah dalam melaksananakan pelayanan
kepada masyarskal serta mewujudkan kemandirian dacrah;

b. bahwa scsual ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang
Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daecrah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ditetapkan dengan Peramran Deerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbengan schagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
[Dacrah Kabupaten Siak tentang Bea Perolchan Hak atas
Tanah dan Bangunan,

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agrana (Lembaran Negara Republik
Indopesia Tahun 1960 Momor 104, Tambaban Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 204 3);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan
Piutang Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Wegara Republik
Indonesia Womaor 2104;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Fidana {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomaor 76, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Mormor 3208);




Undang-Undang MNomor 53 Tahun 1999 tcniang
Pembentukan Dacrah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hule, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indoncsia Nomor 3902)
schagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan  Surat Paksa
(Lembaran Megam Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189,

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Wegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia NMomor 3731);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Megara (Lembaman Nepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor4381);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahom 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Momor4389);



10,

L.

12

13,

14.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemenksaan Pengelolaan dan Tanppung Jawab
Kevanpan Megara (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lemhbaran Megara Republik Indonesia Momor 44007;

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Masional (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Megara  Republik Indonesia
Momaor4421);

Undanp-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah {Lembaran MNegara Eepublik
Indonesta Tahun 2004 Momor 1235, Tambaban
Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Womor 4437) schagaimana telah dinbah beberapa kali
terakhir denpan Undanp-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2044 ontang Pemerintahan Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momaor 59, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Momor 48445

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Kevangan Antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Mepara  Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 126, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Momor 28 Tahun 2(H9 tentang Pajak
Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Nepar
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tarmbahan Lembaran Mepara Republik
Indonesia Momor 50397;




16.

18.

19.

21

Peraturan Pemesintah Nomor 40 Tshan 1996 trnteng Hak
Guna Ussha, Hak Guna Banesres den Hak Atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonests Talum 1996
Nomor 14, Tambshan Lombersn Negaz Republik
Indoncsia Nomor 3643)

Peraturan Pemermizh Nomor 24 Talem 1997
Pendafiaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tembakan T embaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentans
Peraturan Jabatan Pejabat Pesdexat Akta Tanzh
(Lembaran Negara Republik Imdosesss Tshun 1996
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 3746);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Talum 2005 tentang
Pengelolaan Kemanpgan Dacsk {Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 140, Tambahen
Lembaran Negara Republik ndosesia Nomor4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pemerintaban Dacrah Propmesi dan  Pemerintahan
Kabupaten/Kola (Lembaran Negers Republik Indonesia
Talnm 2007 Nomor 32, Tambelon Lembaran Negara
Republik Indonests Nomor 4437

Peraturan Menteri Kenangan Namor 104/PME 0172005
tenlang Perobahan ates Kepuinsan Monton Keuangan
Nomor 561/KME 042004 Tentans Poogeranpan Bea
Perolchan Hak atas Tanah dan Bawpysen;

tentang Peubahan Atss Keputusan Meneters Keomangan
Nomor 516KME_ 0472000 tentans Tatz Cara Penentoan
Besarnya Nilal Porolchan Objek Pagak Tidak Kena Pagak
Bea Perolehan Hak Atzs Tanah Dan Bansynan;



23,

24,

23

26,

21

28,

Peraturan Meptern Keuangan MNomor 91FME 032006
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menleri
Kcuangan Womoer 561/KME.04/2004 tentang
Pengurangan Hea Perolchan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PME.03/2007
tentang Porubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Momor 517/KME.04/2000 tentang Penunjukan Tempat
den Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah
don Bangunan;

Peraturan Menteni Kevangan Momor 24PMEL03/2008
tentange Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat
Paksa dan Pelaksanaan Penagiban Scketika dan
Schaligus;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMELO3Z008
tentang Perubahan Kedva atas Keputusan Menteri
Keuangan Momor 516KME04/2000 Tentang Tata Cara
Penentuan Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tedak
Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

Peraturan Mentern Kevangan Nomor T4/PME 032008
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 516/KME_04/2000 Tentang Tata Cara
Pencntuan Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak Bea Perolchan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 1/PME.O3/2009
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajek Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan
Penpurangan atau Pembatalan Surat Pembetitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan, Surat Tapiban Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolchan Hak alas
Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar;
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Menetapkan

29,

3,

Peraturan Menteri Eenangan Nomor 35/FMEL03/2010
Perubahan atas Pematuran Mentemn Kenangan Nomor
24/PME.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan
Penagihan Seketika dan Sckaligus;

Peraturan Dacrah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Kmmngan dan Asct Dacrah
Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2007 Momor 22},

Dengan Prrsetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN SIAK

dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

FERATURAN DAERAH TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAHDAN EANGUNAN.

BARI .
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dralam Peraturan ini yang dimaksod dengan :

1.

2.

Dacrah adalah Kabupaten Siak.

Pemerintahan Dacrah adalah Penyelengparaan urusan Pomcrintahan olch
olonomi dan tupgas pembantuan dengan prinsip olonomi sehos by
dalam sistem dan prinsip Megara Kesatuan Republik Indonesia sehapaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Drasar Negara Republik Indoncsia Tahun
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Pemerintah Draerah adalah Bupati Siak heserta Perangkat Dacrah schagai
Unsur Penyelengeara Pemerintahan Dacrah,
Kepala Dacrah adalah Bupati Siak.,

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Siak.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai dengan perundang-undangan vang herlaku,

Diinas Pendapatan, Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kzbupaten Siak.

Badan adalah sekumpulan orang dan‘atau modal yang memupakan kesatuan,
baik yang melakukan uwsaha maupun yang tidak melakukan vsaha yang
meliputi Peeseroan Terbatas, Perscroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMM), atau Badan Usaha Milik Daerah
{BUMIY) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasun, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,

Pajak Dacrah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secar tetap
pada tanzh dan/atau perairan pedalaman danfatau laut.

. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat
denpan BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah danfatau
Banpunan.

. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rafa-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transeksi jual beli, NJOP ditentukan mclalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, ataw nilai perolehan baru,
atay MJOP pengganti.




16,

7.

18.

19

20

21.

. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah danfatau hangunan
oleh orang pribadi atan Badan

Hak atas Tanah danfatau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolann, beserta bangunan di atasnya, scbagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan,

. Subjck Pajak Bea Perolchan Atas Tanah dan Banguman orang pribadi atau

badan yang memperoleh atas tanah dan/atan banpunan.

Wajib Pajak Bca Peorolchan Atas Tanah dan Bangunan orang pribadi atau
badan yang memperoleh atas tanah dan/atau bangunan.

Masa Pajak adalzh jangka waktu 1{satu) tahun kalender, atau jangka wakiu
lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Dacrah paling lama 3 {tiga) bulan
kalender, vang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor
dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak sdalah janpka wakin yang limanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang lerutang adalah pajak yang haros dibayar pada suatu sast, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suat rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuean besamya pajak atau retribusi
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib
pajak ataw retribusi serta pengawasan penyelorannya.

Mota Pajak adalah dasar perhitungan besamya yang terutang dibayar oleh
Wajib Pajak.

. Surat Ketctapan Pajak Dacrah, yang selanjuinya disingkat SKPD, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang
terhutang,

. Surat Tagihan Pajak Dacrah, yang sclanjutnya disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dun/atau sanksi administrasi berupa denda.
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24, Surat Setoran Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat S5PD, adalah bukt
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
men an formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Dacrah
melalui tempat pembayaran yang di tunjuk olch Kepala Dacrah,

25, Surmat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDER, adalah suarat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlab pajak yang masih harus
dibayar.

26, Surat Kctatapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
Lambahian atas jumiah pajak yang telah ditetapkan.

27, Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang sclanjulnya disingkat SKPDN,
adlah surat ketetapan pajak yang mementukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

2% Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjuinya disingkat
SKPDLE, adlah surat ketetapan pajak yang meneiukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutangs.

29, Surat Tanda Setoran, yang selanjuinya disingkat STS, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
dacrak,

30, Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membctulkan
kesalahan tulis, kesalahan hilung, dan/atau kekelinwan dalam penerapan
ketentuan tericntu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daecrah Lebih  Bayar, Surat Tagihan Pajak Dacrah, Surat Kepulusan
Pembemilan, atau Surat Keputusan keberatan.

31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketctapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.




3z,

33

35,

Hak atas Tanah dan/atau Banpunan adalah hak atas tanah, tcrmasuk hakl.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan dats dan informasi keuangan vang meliputi harta,
kewajiban, modal penghasilan dan biaya, scrta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditwtup dengan menyusun laporan
kcuangan berupa neraca dan laporan laba mugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan uniuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan/atan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
keputusan kewajiban pajak daerah berdasarkan Peraturan Perumdang-
undangan Pajak Daerah,

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian
tindakan vang dilakukan olch Penyidik Pogawai Negen Sipil yang selanjutnya
discbut Penyidik, untuk mencan serta mengumpulkan bukti, yang dengan
bulkti itu membuoat terang Tindak Pidana yvang terjadi dibidang Pajak Dacrah
seriamencmukan tersangkanya.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding tethadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan olch Wajib Pajak.
BAR I
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan di pungut pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(1)

2)

Pasal 3

{Objck Bea Perolchan Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas
tanah danatau banguman.

Perolehan Hak Atas Tanah danfatan bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:
g Permindahon hak karena :
1) jual beli;
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2y tukar menukar;

3) hihah;

4y hibahwasiat:

5} waris;

&) pemasukan dalam perseroan atau badan hukwm lainnya;
7)  pemisahan hak yang mengakibatkan peraliban;

8) penunjukan pembeli dalam lelang;

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukom tetag;
i0) penggabungan usaha

11} peleburanusaha;

12} pemekaran usaha; atan

13) hadiah,

pemberian hak baru karena ;
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2} diluar pelepasan hak.

{3} Hak Atas Tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1)} adalah;

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan
hak pengelolaan.

{#) Ohjek Pajak vang tidak dikenakan Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan‘atau
Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik;

negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum,

badan perwakilan lembaga intcrnasional yang ditetapkan dengan
peraturan menteri keuangan denpan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan
organizasi tersebut;

orang pribadi atan badan karcna konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

orang pribadi ataw badan karena wakaf, dan

orang pribadi atau badan vang digunakan untuk kepentingan ibadah,
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(1

(2)

(1
(2)

(3)

Pasal 4

Subjck Pajak Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah danfatan bangunan,

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAR IIT
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

I_?'ll:llaj perolehan Objek Pajak asebagaimana dimaskud pada ayat (1), dalam
jual beli adalah harga transaksi;

tukar menkar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiatadalah nilai pasar;

waris adalah nilai pasar;

pemasukan dalam peseroan atau badan hukumn lainnya adalah nilai pasar;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar:
. peralihan hak karcna pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

pemberian hak baru atas tanah schagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah nilai pasar;

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar;
. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

hadiah adalah nilai pasar; dan/atag

penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantom
dalam risalah lclang,

T OFmMe RO R

ol - Rt o

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurofa
sampai dengan hurufn tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang
dipunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangonan pada tahun
tefjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NIOP Pajak Bumi
dan Banpunan.
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(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan
Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan
Banpunan,

{3) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebapaimana dimaksud
pada ayat (4) adalah borsifat secmentara,

{6) Surat Keterangan NIOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dapat diperolch di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang
berwenang di kabupaten/kota yang bersanghoutan.

{7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
Fp. 640, 000,0:00,04 {cnam puluh juta rupiah) unhik setiap Wajib Pajak.

{&) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak
karena waris atau hibah wasiat yang ditenma omang pribadi yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu demijat ke atas
atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk
suamifistri, ditetapkan sebesar Rp, 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paszal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung denpan cara mengalikan tarif

schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ayat (8).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan‘atan Bangunan
berada.
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(1)

(2)

BAB Y
SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal &

Saal terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan‘atau Bangunan
ditetapkan unk :

a. jualbeli adalah scjak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

b. tukarmenukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta:
¢. hibahadalah sejak tangpal dibuat dan ditandatangani akia:

d. hibahwasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

e. waris adalah sejak tangpal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan
haknya kekantor bidang pertanahan;

[ pemasukan dalam perseroan atan badana hukum lainoya adalah sejak
tanggal dituat dan ditandatangan akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peraliban adalah sejuk tanggal dibuat
dan ditandatangani akta;

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kakuatan hukum tetap;

I. pemberian hak baru atas tanah schagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah sejak tanggal diterbitkannya sural keputusan pemberian hak:

j- pembenan hak bam diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k. penggabunganusaha adalzh sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akia;
|, pelcburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

. pemekaran usaha adalah scjak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

n. hadiah adalahsejak tanggal dibuat dan ditandatangan akta; dan

0. lelang adalah sejak tangpal penunjukkan pemenang lelang,

Pajak yang terutang horus dilunasi pada saat teradinya perolehan hak
schagaimana dimaksud pada ayat(1)
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(1)

(2)

{3}

{1}

(2)

(1

(2)

BABR VI
KETENTUAN BAGI FEJABAT

Pasal 10

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Motaris hanya dapat menandatangani akta
pemindahan Hak atas Tanah danfatau Banpunan setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukts pembayaran pajak berupa SSPD.

Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang megara hanya dapat
menandatangani risalah lclang Perolehan Hak atas Tanah danfatau Bangunan
setelah Wajih Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak bemepa 85PD,

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendafiaran Hak
atas Tanah atan pendaflaran peraliban Hak atas Tanah setelah ‘Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa S5PD.

Pasal 11

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Motaris dan kepala kantor yang membidangs
pelayanan lelang negam melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang
Perolehan Hak atas Tanah danfatau Bangunan kepada Kepala Dacrah paling
larnbat pada tanggal 10 (sepululy) bulan berikutnya.

Ketentuan Icbih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana
dimaksud pacla ayat (1) diatur dengan Paraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

Pejabat Pembuat Akta Tanah/MNotaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa
denda sebesar Bp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap
pelangearan,

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Motaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 avat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
Fep. 250.000,00 {dua ratus lima puluh ibu rupiah) untuk setiap laporan.
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BAB VI
PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENELITIAN

Pasal 13

(1} Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkin
pada adanya SKPD.

{2) Pembayaran pajek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan S5PD.

{3) 5SPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.

(4) SSPD sehagaitmana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kcpala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk schagai bahan untuk dilakukan penelitian.

Pasal 14
{1) Pembayaran pajak vang terutang harus dilakukan sckaligus atau lunas.

{2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain
yang ditunjuk olch Kepala Diacrah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran
dan penyampaian SSPD serta penclitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Dacrah.

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala
Daecrah dapat menerbitkan:
a. SKPDEB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang setelah diterbitkannya SKFDRKB.
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{2)

(3)

(1}

(2

(n

(2

a2, SKPDN apabila jumlah pajak vang tcrutang sama besamya dengan
jumlah kredit pajak atan pajak tidak terutang dan tidake ada kredit pajak.

Tumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDEB sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 {duapulub empat) bulan dihitung
scjak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDEB.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDEBT sebagimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa
kcnaikan schesar 100% (scratus persen) dan jumlah kckuranpan pajak
terscbhut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum  dilakukan
tindakan pemeriksaan.

Pazal 16

Sistim Prosedur Pemungutan BPHTR ditctapkan dengan Peraturan Kepala
Dacrah,

Peraturan Kepala Daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (1) mencangkup
proscdur pengurusan, akta pemindahan hak atas tanah danfatau bangunan,
pembayaran BPHTB, penclitian S5FPD BPHTB, pendaftaran akta
pemindahan hak atas tanah danfatau banpuman, pelaporan BPHTE,
penagihan, dan pengurangan.

Pazal 17

Kepala Dacrah dapat menerbitkan STPD apabila:

a. pajak yang terulang tidak atau kurang dibayar,

b.  dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sehapai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan ataw
denda,

Tumlal kekurangan pajak yang terutang dalam STPD schagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 {lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.
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(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan lata cara pen i
| : . vampaian STPD
g‘nagﬂ:mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
acrah.

BAR YIII
FENAGIHAN

Pasal 18

(I} SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
i{::lpumsan Kcberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
:;;_T—i-_. _n:ili:unm:i dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

itkan,

(2) Ketentuan lehih lanjut mengenai tata cara penagiban pajak ditet
Peraturan K-EFEJE. Dacral, penag Py e ﬂl:lk.a_n dungan

Pasal 19

(1} Pajuk yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding
vang lidak atau kurang dibayar oleh Wajib Paj wak
ditagih dengan Surat Paksa_ : e b Fa

{2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ndang-
undangan yang berlaku. .

BARIX
PENGURANGAN
Pasal 20

{1} Atas permobonan Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat memberikan
pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karcna:

4. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan obick paj

b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dcnganMéﬁal
terientu, atan

¢. tanah dan-fal.au bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atay
pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntmgan,
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(2) Kctentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAB X
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bapian Kesatu
Keberatan

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dacrah
atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
2 SKPDKB;
b. SBKPDKBT;
¢, SKPDLE; dan
d. SKPDN.

{2} Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indoncsia dengan
mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib
Pajak dizertai alasan-alasan yang jelas.

{3} Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
scjak tangpal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karcna
keadaan di Inar kekuasaannya.

(4) Wajib Pajak vang mcngajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih
harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

(5} Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap scbagai Surat Keberatan,
schinpua tidak dipertimbanghkan.

{6) Tanda pencrimaan Surat Keberatan yang diberikan olch Kepala Dacrah atau
Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos
tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi
kepentingan Wajib Pajak.
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(1)

()

(3)

(4

(1)

(2)

(3

Pasal 22

Kepala Dacrah dalam jangke waktu paling lama 12 {duabelas) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi kewputusan atas keberatan
yang diajukan,

Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diterbitkan,
Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis,

Keputusan Kepala Dacrah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhiya
atau schagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang,

Apabila jangka waktu schagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Kepala Dacrah tidak memben suatu keputusan, keberatan yang diajukan
terschut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan
oleh Kepala Dacrah.

Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1} digjukan sccara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam janpgka
waktu 3 (tiga) bulan scjak tanggal diterima keputusan yang dibanding dan
dilampir salinan dari surat keputusan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban mebayar pajak
sampai dengan 1 {satu) bulan scjak tanggal penerbitan Putusan Banding,

Paszal 24

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan schagian atay
seluruhnyn, kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 {dua puluh
empat) bulan.
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Bagian Ketiga
Gugatan
Pasal 25

1) Gugatan digjukan secara tertulis dalam Bahasa Indoncsia kepada
Pengadilan Pajak.

{2} Jangka wake untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan
pajak adalah 14 {empat belas) hari sejak tanggal penagihan,

{3} Jongka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain sclain
gupatan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) hari
sejak tanggral diterima keputusan yang digugat

(4) Jangka waktu dirmaksud pada ayat (2) dan ayat (3} tidak mengikat apabila
jangka waktn dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaan penggugat.

(5} Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14
(empatbelas) hani terhitung sejak berakhimya keadaan di luar kekuasaan

penggugat.

(6) Terhadap I (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1
{satu) Surat Gugatan.

Pasal 26

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan, sepanjang
tidak diatur lain dalam Peraturan Dacrah ini dilaksanakan scsuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI
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(1)

{2)

(3}

Pazal 27

Atas permohonan Wajib Pajak atau karcna jabatannya, Kepala Daerah dapat
membetulkan SKFDKE, SKPDEBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLE
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tlis danfatau kesalahan hitung
danfatau  kekeliruan penerapan  ketentuan fertentu dalam  peraturan
perundang-undangan perpajakan Dacrzh,

Kepala Dacrh dapat:

a.  mengurangkan atan menghapuskan sanksi administratif herupa bunga,
denda, dan kenatkan pajak vang lerotang menunut peraturan perundang-
urdanzan perpajakan daerah, dalam hal sankst terschut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan

b. mengurangkan atan membatalkan SEPDEB, SKEPDEBT atan STPD,
SKPDM atou SEPDLEB vang tidak benar,

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan penpurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan denpan Peraturan Kepala
Draerah.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN

(1)

(2)

(3)

Pasal 28

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak depat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepuala Dacrah.

Kepala Dacrah dalam jangka wakiu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
schagaimana dimaksud pads ayat (1) barus memberikan keputusan.

Kepala Daerah setelah melakukan pemertksasn menerbitkan ;

a. SKPDLB, spabila jumlsh pajak vang dibayar ternyata lebih besar
danpada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak
yang Lidak scharusnya ferutang; dan

b. SKPDMN, apabila jumiah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak
yang terutang,
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{4)

(5}

(&

Apabila jangka waktu schagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala
Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam waktu paling lama 1 {satu) bulan,

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperthilungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakto paling
lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLE.

{7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewsat

{1}

(2)

(#

(1)

(1)

wiktu 2 (dua) bulan sejak diterhitkannya SKFPDLB, Kepala Dacrah atau
Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perscn) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pagal 29

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara
tertulis kepada Kepala Dacrah selumng-kurangnya dengan menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. masa pajak;

. besamya kelebihan pembayaran pajak;

i alazan yanp jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan sccara
langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukt saat permohonan diterima olch Kepala Daerah.

Pasal 30

Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan
pemenksaan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kantor
dan/atau pemeriksaan lapangan.
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BAB XIm
KADALUARSA

Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan  pajak menjadi - kadaluarsa setelah
melampaui jangka wakty 5 (lima) tahun terhitung sejak saar terhutangnya
pajak, keeuali apabila Wajib Pajak melakukan tindal pidana dibidang

(2) Kadaluarsa penagihian pajak sebagaimana dimaksud pada ayaq { 1} tertangguh
apabila ;
a. ditmhitkansm‘aucgmdansurutpﬂksanmu;
b. ada pengakuan hutang pada Wajib Pajak baik langsung maupun Lidak
langsung,

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebugaimana dimaksyg pada ayat (2)
hurul’ a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
Teguran tersehu,

{4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, adalal wajib rajak dengan kesadaran dengan menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan b:]ummt:lunasinyakcpada Pemerintah Daerah.

(%) Pengakuan pajak secara tidak langsung sehagaimana dimaksud pada ayat (2)
horuf b, dapat diketmhui dari pengajuan  permohonan BNESUrn  atag
penundaan pembayaran keberangkatan oleh Wik Pajak,

Pasal 32

(1} Piutang Pajak tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
pmag:ihunsudahkad&lmrmdanpiutangpajukdnpatdillapuskan.

{(2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sydah kadaluarsa schagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah,

{3} Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa diagur dengan
Peraturan Kepala Dacrah.
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BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 33

{1) Sctiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya olch Wajib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undamgan perpajakon Dacrab.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenapa
ahli yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah untuk membantu dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Dacrah,

{3} Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;

b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain
yang ditetapkan olch Kepala Daerah.

{4} Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis
kepada Pejabat sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenapga ahli
schagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dan staw tentang Wajib Pajak kepada pihak
vang ditunjuknyva.

(5) Untuk kepentingan pemenksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau
poerdata atas permintaan hakim sesuai denpan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Kepala Dacrah dapat memberi izin tertulis untuk
meminta kepada Pejabat sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
schagaimana dimaksed pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib
Pajak yang ada padanya.

{6} Permintaan hakim sebapaimana dimaksud pada ayat (3}, harus menyebutkan
niaima tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta
kaitan antara perkara pidana atau perdats vang bersanghkutan dengan
keterangan yang diminta tersehut.




BAB XV
PENYIDIKAN

Pazal 34

{2} Wewenang penyidik sebagaimana dimakwudpadaayat{l}ﬂdﬂzh :

& menerima, mencarf, mengumpulkan, dan menclii keteranpan ey
laporan berkenaan dengan tindak pidana dj bidang pajak daerah dacrahy
adgar keterangan atau laporan tersehy menjadi lengkap dan jelas

b, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atay Badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukzn
schubungan dengan tindak pidana di bidang pajak dacrah;

. mmninmkc:emngmdanhahnnhuktiminmngnmuhadan;
d. mmuﬂmhuku-huku,mmmnﬂ!aim,duuduhmmn-dulrumh:‘m

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukg
pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, scrta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebat;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanian  tugas
penyidikan tindak pidana di bidang pajak dacrah;

h. mmnnlr:lsuswangyangh:rkailandnngmulin:lai:pidmmajal:dm:mh;

L memanggil orang untuk didengar ketcrangannya dan diperiksa scbagai
tersanzka atayg saksi:

i menghentikan penyidikan:
melakukan tindakan lain yang perlu tmnﬂ:keh:manpmyiﬂmnmm
pidana di bidang retribusi dacrah menurut hukum  yang dapat
dipertanggung jawabkan,
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{3) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan memulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum
melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
vang berlaku dalam Undang-undang Nomaor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana,

BAB X¥1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

{1} Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau
mengisi dengan tidak bepar sehinggas merugikan kevangan deemh dapat di
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda yang paling banyak 2
{dua) kali jumlah pajak vang terutang,

{2} Wajib Pajak yang dengan sengaja tdak menyampaikan S5PD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan kewangan daerah dapat di pidana kurungan
paling lama (1) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
yang terutang.

{3} Tindak pidana sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) adalah
pelanggaran.

Pasal 36

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut sctclah melampaui jangka wakiu 5 {lima)
tabun sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 37

{1} Pecjabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal schagaimana
ditnaksud dalam Pasal 33 avat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana
kurungan paling lama | (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.
4,000.000,00 {empat juta rupiah).
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rupiah).

(3} Penuntutan terhadap tindak pidana schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya
dilanggar,

{4} Tuntutan pidana schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuaj
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi SeECOTang alau
Badan selaku Wajib Pajak, karena ity dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 38
Denda sehagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal
35 ayat (1 dan ayat{2) merupakan Pencrimaan Negara.

BAE XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 39
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dagrah inj SCpanjang mengenai
pelaksanzmnya sl:mldiaiurlr:bihlanjuldmgau perifuran Kepala Dacrsh,

Pazal 40
Peraturan Daerah ini mulaj herlukupudatanggaldimﬂangkan-

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
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